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ABSTRAK

Nama : Agust Doloksaribu
Program studi : llmu Hukum, Konsentrasi Hukum Ekonomi
Judul : Analisis  Yuridis Pembatalan Kartu Kredit

Pemegang Kartu Secara Sepihak oleh Pihak Bank
Penerbit Kartu (Studi Kasus: Putusan Nomor

06/PDT/2011/PT.DKI)

Proses transaksi memiliki sejarah yang panjang sejalan dengan perkembangan alat
pembayaran yang sah. Salah satu alat pembayaran yang sah adalah kartu kredit.
Minat masyarakat yang meningkat terhadap penggunaan kartu kredit diikuti
dengan berbagai persoalan dalam penggunaannya seperti pembatalan kartu kredit
secara sepihak oleh pihak bank penerbit kartu. Bank Indonesia selaku pengatur
dan pengawas bank telah menerbitkan berbagai peraturan mengenai alat
pembayaran menggunakan kartu. Melalui berbagai aturan hukum akan dianalisis
bagaimana pengaturan kartu kredit di Indonesia dan pembatalan kartu kredit
secara sepihak oleh bank penerbit kartu. Penelitian ini menggunakan metode
yuridis normatif. Berdasarkan aturan-aturan hukum tersebut dapat diketahui
pengaturan kartu kredit dalam hukum perbankan Indonesia serta apakah
pembatalan kartu kredit secara sepihak oleh bank penerbit, dalam Putusan Nomor
06/PDT/2011/PT.DKI, telah sesuai dengan dengan hukum yang berlaku atau
tidak.

Kata kunci: Transaksi, Kartu Kredit, Pembatalan, Bank Penerbit Kartu.
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ABSTRACT

Name : Agust Doloksaribu
Program : Law, Concentrating in Economic Law
Title : Judicial Analysis of The Credit Card Cancellation

Unilaterally by The Issuing Bank (Case study:
Verdict Number 06/Pdt/2011/PT. DKI)

Transaction processing has a long history in line with the development of legal
tools of payment. One of the legal tools of payment is credit card. The increasing
of public interest to use credit card followed by the variety problems in its use.
Unilateral cancellation of credit cards by the issuing bank is one of the issues.
Bank Indonesia, as regulator and supervisor of banks, has issued various
regulations regarding the used of payment cards. Through various rule of law,
would be analyzed how the credit card arrangement in Indonesia and the unilateral
cancellation of a credit card by the issuing bank. This study used a normative
juridicial. Under the rules of law could be known the credit card arrangement in
Indonesia’s banking Law and then whether the unilateral cancellation of credit
card by the issuing bank, in Verdict Number 06/PDT/2011/PT.DKI, in accordance
with the law or not.

Keywords: Transaction, Credit Card, Cancellation, The Issuing Bank.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kebutuhan hidup manusia yang semakin lama semakin berkembang sangat
erat kaitannya dengan proses transaksi. Proses transaksi dalam masyarakat memiliki
sejarah yang panjang hingga saat ini. Mekanisme transaksi yang digunakan sekarang
adalah suatu mekanisme yang mempergunakan harga' sebagai patokan. Harga yang
digunakan sejalan dengan proses perkembangan bentuk uang® sebagai alat
pembayaran yang sah. Perkembangan bentuk uang dapat dibagi dalam empat bagian
besar yaitu perckonomian barter (barfer economies), sistem perekonomian pasca
barter (post trading economies), sistem perckonomian uang (momnetary economies),

dan masyarakat tanpa uang (cashless society).’

Periode masyarakat tanpa uang merupakan periode dimana jarang sekali
orang yang mau membawa uang tunai dalam jumlah sangat besar, sebab selain
merepotkan, juga sangat berbahaya.! Periode ini mulai terjadi terutama sejak

kemunculan berbagai alat pembayaran menggunakan kartu seperti kartu kredit, kartu

' Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang ditentukan atau diwujudkan dengan uang.
Lihat: Sri Redjeki Hartono, Penulisan Karya llmiah tentang Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit,
(Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departmen Kehakiman, 1995), hlm. 2.

* Para ahli ekonomi umumnya sepakat bahwa defenisi paling universal tentang uang adalah
sesuatu (benda) yang diterima secara umum dalam proses pertukaran barang dan jasa. Lihat: Mandala
Manurung dan Prathama Rahardja, Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual
Indonesia), (Jakarta: Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), him. 3.

3 Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter
(Kajian Kontekstual Indonesia), (Jakarta: Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004),
hlm. 4-9.

* Mandala Manurung., /bid., him. 9.
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debet, dan lain sebagainya. Kartu kredit memiliki perkembangan yang sangat pesat di

dalam 50 (lima puluh) tahun terakhir sejak kemunculan kartu kredit pertama’.

Kartu kredit memiliki daya tarik dengan bentuknya yang kecil, praktis untuk
dibawa, tidak perlu membawa uang dalam jumlah yang besar untuk melakukan
transaksi dan lain sebagainya. Hal ini juga berdampak pada transaksi di Indonesia
yang mulai mengenal kartu kredit sejak adanya Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan® dan Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua aturan hukum
tersebut meliputi pengaturan terhadap perusahaan penerbit kartu kredit, legalitas, ijin

operasionalnya, serta mekanisme kartu kredit.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa wusaha bank umum
melakukan kegiatan anjak piutang’, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.®
Hal ini menunjukkan bahwa usaha kartu kredit berada di bawah Bank Indonesia yang
melakukan pengawasan terhadap bank umum.’ Setelah itu, Bank Indonesia
mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 yang telah diubah
oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan

> Kartu kredit pertama bernama Diners Club yang dipelopori oleh seorang pengusaha di
Amerika Serikat bernama Franc Mc Namara sekitar tahun 1950an. Lihat: Aep S. Hamidin, Tips dan
Trik Kartu Kredit; Memaksimalkan Manfaat dan Mengelola Risiko Kartu Kredit, (Yogyakarta:
Medpress, 2010), hlm. 14

% Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam
bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari
masyarakat. Lihat: Pasal 1 angka (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988
tentang Lembaga Pembiayaan.

7 Kegiatan anjak piutang merupakan kegiatan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek
dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, yang dilakukan dengan cara pengambilalihan atau
pembelian piutang tersebut. Lihat: Penjelasan Pasal 6 huruf (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan.

¥ Indonesia, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, LN Nomor
31 Tahun 1992, TLN Nomor 3472, Pasal 6 huruf (1).

° Indonesia, Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, LN
Nomor 7 Tahun 2004, TLN Nomor 4357, Pasal 8 huruf (c).
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Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Peraturan ini kemudian
disempurnakan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu yang akan
berlaku mulai tahun 2013. Peningkatan aspek kehati-hatian dan aspek perlindungan
konsumen'® dalam praktek penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan
menggunakan kartu, serta praktek pemberian kartu kredit oleh penyelenggara alat
pembayaran dengan menggunakan kartu belum sepenuhnya memperhatikan
manajemen risiko pemberian kredit membuat Bank Indonesia untuk senantiasa

menyempurnakan aturan kartu kredit.

Potensi penggunaan kartu kredit oleh masyarakat Indonesia masih cukup
besar = dikarenakan pangsa pasar di Indonesia yang masih terbuka untuk
pengembangan kartu kredit. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini
terdapat kurang lebih 111 juta penduduk yang potensial untuk menjadi pemegang
kartu.'' Dari total sementara itu, jumlah kartu kredit akhir tahun 2011 mencapai 14,6
juta kartu. Asumsi, 1 orang memiliki 2 kartu kredit, maka saat ini jumlah pemegang
kartu kredit di Indonesia dibandingkan dengan potensi pasar yang ada (jumlah
penduduk usia produktif) baru mencapai 4,5%.'? Hal ini menunjukkan potensi pasar
yang ada masih sangat besar di Indonesia. Oleh karena itu masyarakat Indonesia
harus mengetahui apa manfaat dan kekurangan kartu kredit sebelum memutuskan
untuk menggunakannya. Adapun beberapa manfaat penggunaan kartu kredit bagi

pemegang kartu adalah:"

' Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum

untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Lihat: Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"' Sumber: data BPS ini dalam hal tenaga kerja usia 15 tahun ke atas.

'2 Bank Indonesia (a), Menguak Potensi Sistem Pembayaran bagi Perekonomian, (Jakarta:
Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, 2012), him. 54-55.

" Helvi Indrawan, Siasat Cerdik Menggunakan Kartu Kredit, (Yogyakarta: Bale Siasat,
2008), hlm. 35-36.
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1. Kemudahan dalam bertransaksi. Pengguna kartu kredit tidak perlu membawa uang
tunai dalam berbelanja;

2. Kemudahan pembayaran yang dapat dilakukan dengan mencicil atau membayar
jumlah minimum dari tagihan yang dikirim tiap bulannya. Keleluasaan dalam
pembayaran tagihan yang bisa dilakukan dalam jumlah minimum atau bisa dicicil
artinya card holder atau pemegang kartu tidak diharuskan langsung membayar
tagihan saat itu juga atau keesokan harinya, tetapi biasanya diberikan masa
tenggang beberapa hari. Card holder juga dapat membayarnya ketika surat tagihan
datang. Jadi cara pelunasan kartu kredit dapat dipilih yaitu lunas sekaligus atau
dicicil sesuai jumlah minimal pembayaran yang tertera pada surat tagihan;

3. Kemudahan dalam menggunakan dana pihak lain tanpa bunga jika pembayaran
dilakukan secara lunas setiap tagihan datang (grace period);"*

4. Kemungkinan mendapatkan berbagai hadiah atau tawaran dengan harga yang telah
diberi diskon khusus bagi pemegang kartu kredit tertentu;

5. Tingkat keamanan yang terintegrasi dengan card center.. Bila tas dan dompet
pemegang kartu kredit dicuri dan yang diambil kartu kredit maka si pemilik kartu
kredit bisa melapor ke card center untuk memblokirnya sehingga si pencuri tidak
dapat memakainya;

6. Bisa digunakan untuk mengambil uang dari ATM (Automated Teller Machine)"’.

Selain hal-hal positif dari penggunaan kartu kredit, ada juga dampak negatif

kartu kredit seperti pemegang kartu menjadi boros, ketidakmampuan membayar

' Grace period adalah tambahan hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan kartu
kredit (grace days) apabila tanggal jatuh tempo tersebut bertepatan dengan hari libur. Dengan
demikian pemegang kartu mempunyai tambahan kelonggaran waktu untuk pembayaran tagihan kartu
kredit. Adanya tambahan kelonggaran waktu tersebut tidak mengubah periode tanggal cetak tagihan
sampai dengan tanggal jatuh tempo. Lihat: Penjelasan Pasal 16A ayat (2) Peraturan Bank Indonesia
Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

SATM (Automated Teller Machine) adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan
penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika
dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank
yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lihat
Pasal 1 angka (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat
Pembayaran Menggunakan Kartu.
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tagihan kartu kredit setiap bulannya, denda yang semakin besar jika melakukan
keterlambatan pembayaran, Tidak hanya itu saja, dampak buruk dari kartu kredit juga
pernah menghancurkan perekonomian di suatu negara. Hal ini terjadi saat kasus gagal
bayar dalam jumlah besar pada industri kartu kredit di Korea Selatan beberapa waktu

1
lampau. 6

Pertumbuhan ekonomi yang cukup kala itu telah membuat penerbit kartu
kredit dengan mudahnya memberikan fasilitas outstanding'’ kredit cukup besar.
Bahkan ketika itu orang bisa memiliki beberapa kartu kredit. Usaha kartu kredit
menjadi buruk pada saat terjadi krisis ekonomi yang melanda hampir seluruh negara
Asia dan ketika itu Korea Selatan menjadi salah satu yang terparah. Saat itu, banyak
perusahaan yang bangkrut, pengangguran sangat tinggi, daya beli turun sampai pada
titik, terendah, akhirnya banyak dari pemegang kartu tidak mampu melunasi
kewajibannya. Karena nilai outstanding kewajiban kartu secara industri yang sangat
tinggi, pada gilirannya turut menyumbang kegagalan pada sistem keuangan di Korea

Selatan.'®

Kondisi yang terjadi di Korea Selatan tentunya jangan sampai terjadi di
Indonesia. Meskipun demikian, ada peluang hal itu bisa terjadi jika pihak penerbit

kartu tidak menerapkan manajemen risiko'® yang baik dalam penerbitan kartu.

'® Bank Indonesia (b), Op.Cit., hlm. 33.

"Outstanding sama dengan baki kredit atau pokok kredit artinya nilai yang tercantum dalam
perjanjian kredit atau hak tagih terhadap debitur yang bersangkutan, Lihat: Penjelasan Pasal 5 ayat (1)
Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/7/PBI/2002 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Rangka
Pemberian Kredit Oleh Bank dari Badan Penyehat Perbankan Nasional.

'8 Bank Indonesia (c), Op.Cit., hlm. 33.

“Manajemen  risiko meliputi manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko
kredit,manajemen risiko operasional dan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.
Dalam penerapan manajemen risiko tersebut penerbit diharuskan juga memiliki kesiapan finansial
untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang mungkin timbul dalam hal terjadi kejahatan kartu kredit.
Ketentuan yang mengatur manajemen risiko bagi penerbit kartu kredit yang berupa bank mengacu
pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko dan seluruh peraturan
pelaksanaannya. Sementara itu khusus untuk penerapan manajemen risiko dalam penggunaan
teknologi informasi bagi penerbit kartu yang berupa bank mengacu pada Peraturan Bank Indonesia
tentang Manajemen Risiko. Lihat: Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor
11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.
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Potensi pasar yang masih sangat besar jangan sampai membuat penerbit kartu
menjadi dengan mudahnya menerbitkan kartu kredit. Bisnis di bidang kartu kredit
memang memiliki potensi keuntungan yang sangat besar, akan tetapi di lain pihak
jika terjadi ketidakmampuan membayar oleh si pemegang kartu akan menjadi

kerugian yang sangat besar pula.

Saat ini telah terdapat 20 (dua puluh) penerbit kartu kredit dan 5 (lima)
penyedia jaringan yang disebut prinsipal. Kelima penyedia jaringan seluruhnya
merupakan institusi asing. Salah satu di antara kelima prinsipal tersebut adalah PT.
China Unionpay (CUP) yang baru memasuki industri kartu kredit di Indonesia tahun
2010. Saat ini jaringan CUP tersebut beranggotakan PT. Bank ICBC Indonesia dan
PT. Bank of China. Total transaksi kartu kredit yang melalui kelima jaringan
mencapai 190,6 juta transaksi dengan nilai sebesar Rp165,6 triliun. Coba kita sama-
sama berhitung, jika prinsipal A menerapkan fee berupa Merchant Discount Rate™
(MDR) 2,5% dari setiap transaksi di toko. Si A melakukan transaksi sebesar Rp
2.400.000, maka didapat MDR sebesar Rp 60.000. dari fee Rp 60.000 tadi dibagi-bagi
kepada si toko, acquirer dan prinsipal. Feee bersih prinsipal A sebesar Rp 20.000. Jika
dalam sehari terdapat transaksi sebanyak 250 ribu transaksi di satu negara, maka
keuntungan yang didapat selama setahun untuk 91 juta transaksi adalah sebesar Rp1,8
triliun.®! Di sisi lain, apabila pemegang kartu tidak mampu melakukan pembayaran
seperti yang terjadi di Korea Selatan maka kerugian yang tetjadi akan sama besarnya.
Hal ini yang harus menjadi perhatian semua pihak terutama Bank Indonesia. Selain
rentan akan ketidakmampuan membayar tagihan kartu kredit, antara penerbit maupun
pemegang kartu sudah sering ditemui permasalahan yang tidak jarang berujung di

pengadilan.

2 Merchant Diskon Rate adalah sejumlah/prosentase fee yang diberikan oleh pedagang
kepada bank atas setiap transaksi yang dilakukan oleh dan ditempat pedagang Lihat:
http://www.bnicardcenter.co.id/Aplikasi-Merchant/Joint-Merchant/Ketentuan-Umum.aspx. .

2! Bank Indonesia (d), Op. Cit., hlm. 57.
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Ada teori fiksi (adagium) hukum yang menyatakan iedereen wordt geacht de
wet te kennen (setiap orang dianggap tahu undang-undang) atau ignorantia iuris
neminem excusat/ignorance of the law esecuses no man (ketidaktahuan seseorang
terhadap undang-undang tidak memaafkannya). Hal itu karena undang-undang
dibentuk oleh atau dengan persetujuan wakil-wakil rakyat maka rakyat dianggap
mengetahui undang-undang.** Kaitan antara adagium ini dengan kartu kredit adalah
pemegang kartu, penerbit kartu, atau pihak lain®® yang berkaitan dengan kartu kredit
dianggap telah mengetahui semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan kartu kredit. Apabila terjadi permasalahan di antara para pihak kartu kredit
maka masing-masing memiliki hak untuk untuk membawa permasalahan tersebut ke
pengadilan. Saat hal itu terjadi maka menjadi tugas para penegak hukum untuk
menjamin adanya kepastian hukum serta keadilan.** Putusan pengadilan yang
memberi kepastian hukum sekaligus keadilan akan memberi dampak yang positif

bagi perkembangan kartu kredit di Indonesia.

Salah satu putusan yang baru dan menarik untuk dibahas mengenai persoalan
kartu kredit adalah Putusan Nomor Perkara 06/PDT/2011/PT. DKI. Persidangan ini
merupakan persidangan perdata di mana hakim bersifat pasif dan para pihaklah yang
justru aktif.* Selain itu, di dalam persidangan perdata selalu diupayakan mediasi bagi

kedua belah pihak. Jika sudah ada putusan dari pengadilan tentunya upaya mediasi

22 Maria Farida Indrati, //mu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan,
(Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), hlm. 152.

 Pihak lain yang dimaksud adalah para pihak yang memiliki keterkaitan dengan kartu kredit
seperti bank atau lembaga selain bank, prinsipal, acquirer, pedagang, perusahaan switching,
penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir.

* Kepastian hukum dan keadilan merupakan tugas kaedah-kaedah hukum yang bersifat
dwitunggal dan tidak jarang bersitegang. Apabila kaedah-kaedah hukum yang umum dan individual
dihubungkan dengan tugas hukum yang dwitunggal maka kaedah hukum yang umum lebih
mengutamakan kepastian, sedangkan kaedah hukum yang individual lebih mementingkan keadilan.
Lihat: Purnadi Purbacaraka, S.H. dan DR. Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, (Bandung:
Penerbit Alumni, 1979), hlm. 67-70.

% Lihat pasal 163 HIR: Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu
kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya
hak itu atau adanya kejadian itu.
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yang ditawarkan majelis hakim tidak dikehendaki kedua belah pihak. Hal yang
menjadi titik awal perhatian peneliti adalah apakah putusan pengadilan tinggi sudah
tepat dengan menggugurkan seluruh amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan? Pertanyaan ini timbul sebab baik di tingkatan pengadilan negeri maupun
pengadilan tinggi yang diperiksa adalah judex factie.*® Hal ini berarti materi yang
diperiksa adalah sama yaitu fakta-fakta maupun bukti yang diajukan kedua belah
pihak yang berperkara hanya penafsiran majelis hakim yang berbeda.

Hal kedua yang menjadi perhatian dari peneliti adalah pertimbangan hukum
serta amar putusan yang dibuat oleh majelis hakim pada tingkatan pengadilan yang
berbeda hanya berfokus pada apakah tindakan dari bank penerbit kartu dengan
membebankan bea meterai merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak.
Sementara aspek pembatalan kartu kredit secara sepihak oleh pihak bank penerbit
kartu tidak dibahas dalam pertimbangan hukum baik di pengadilan tingkat pertama
maupun banding. Kasus posisi dari putusan ini menunjukkan kurangnya akses
informasi bagi pemegang kartu atas pengenaan bea meterai. Padahal informasi
tersebut semestinya diberitahukan oleh penerbit sekalipun tidak diminta oleh
pemegang kartu.”’ Kekritisan dari pemegang kartu terhadap pengenaan bea meterai
atas lembar penagihan setiap bulan tidak ditanggapi dengan baik dan jelas oleh bank
penerbit kartu. Hal itu pula yang menjadi awal pembatalan kartu kredit pemegang
kartu secara sepihak oleh pihak bank selaku penerbit.

Dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam pemikiran
peneliti maka peneliti menyusun penulisan dengan judul “Analisis Yuridis
Pembatalan Kartu Kredit Pemegang Kartu Secara Sepihak oleh Pihak Bank
Penerbit Kartu (Studi Kasus: Putusan Nomor 06/PDT/2011/PT.DKI)”. Peneliti

% Judex factie adalah pemeriksaan perkara berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang dihadirkan
kedua belah pihak yang berperkara berlaku pada tingkat pengadilan negeri dan banding.

“’Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang  Penyelenggaraan Kegiatan Alat
Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (a), PBI Nomor 11/11/PB1/2009, LN 64 Tahun 2009, Ps.
16.
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berharap agar pertanyaan-pertanyaan tadi dapat terjawab dan penulisan skripsi ini

dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun pembacanya.

1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya dalam latar belakang
maka dapat diperoleh beberapa rumusan permasalahan yang akan diteliti dalam

tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan kartu kredit menurut hukum perbankan yang berlaku di

Indonesia?

2. Bagaimana aturan hukum tentang pembatalan kartu kredit secara sepihak oleh

bank penerbit kartu terhadap nasabahnya dikaitkan dengan Putusan Nomor

06/PDT/2011/PT. DKI?

1.3 Tujuan penulisan
Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan kartu kredit di Indonesia;

2. Untuk mengetahui bagaimana aturan hukum pembatalan kartu kredit nasabah
secara sepihak oleh pihak bank penerbit dikaitkan dengan Putusan Nomor

06/PDT/2011/PT. DKI.

1.4 Kerangka konsepsional

Kerangka konsepsional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan
antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.*® Dalam ilmu sosial,

kerangka konsepsional akan berfungsi sebagai pengarah atau pedoman yang lebih

8 Sri Mamudji, et al. (a), Metode Penulisan dan Penelitian Hukum, cet. pertama, (Depok:
Badan Penerbit Fakultas Hukum Univeritas Indonesia, 2005), him.18.
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nyata dari kerangka teori dan juga di dalamnya akan tercakup definisi operasional
atau kerja.”” Definisi operasional itu sendiri memiliki arti sebagai penggambaran

hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.*’

Adapun definisi

operasional dari konsep-konsep khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Acquirer®" adalah bank atau lembaga selain bank yang:

a. melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses
transaksi dari Alat Pembayaran Menggunakan Kartu yang diterbitkan oleh
pihak selain Acquirer yang bersangkutan; dan

b. bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.

2) Bank®* adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau
bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;

3) Kartu kredit™ adalah Alat Pembayaran Menggunakan Kartu yang dapat digunakan
untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan
ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan
tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu
oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan
pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus

(charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran;

* Sri Mamudji, et.al., (b), Ibid.
3% Sri Mamudji et.al., (c), Ibid., hlm. 67.

*! Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK (b), Op.Cit., pasal 1
angka (10).

32 Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, LN Nomor 182 Tahun 1998, Pasal 1 angka
2.

33 Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK (c), Op.Cit., pasal 1
angka (4)
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4) Manajemen Risiko®® adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan
untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang
timbul dari seluruh kegiatan usaha bank;

5) Pedagang (Merchant)” adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima
pembayaran dari transaksi penggunaan kartu kredit dan/atau kartu debet;

6) Pemegang Kartu®® adalah pengguna yang sah dari Alat Pembayaran Menggunakan
Kartu;

7) Penerbit’’ adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Alat
Pembayaran Menggunakan Kartu;

8) Perbankan®® adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan
usahanya;

9) Prinsipal® adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggung jawab atas
pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan
sebagai penerbit dan/atau  acquirer, dalam - transaksi Alat Pembayaran
Menggunakan Kartu yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu

perjanjian tertulis;

** Undang-Undang Perbankan (a), Op.Cit., pasal 1 angka (5)

%> Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK, /bid.., pasal 1 angka
(11).

).

36 Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK, /bid., pasal 1 angka

37 Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK, /bid., pasal 1 angka
).

3% Undang-Undang Perbankan (b), Op.Cit., pasal 1 angka (1).

39 Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK (d), Op.Cit., pasal 1
angka (8).
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1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode
yuridis normatif atau metode penelitian hukum doktrinal.*® Hingga saat ini, metode
penelitian hukum doktrinal lazim disebut sebagai metode penelitian normatif yang
digunakan untuk melawankan metode penelitian yang terbilang empiris.*!

Adapun cara pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
dengan melakukan studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu pengumpulan data
yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan suatu analisis terhadap
suatu objek penelitian.”” Analisis yang dimaksud sebelumnya adalah analisis dengan
teknik analisis isi, yaitu suatu teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan
cara mengidentifikasi secara sistematik ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang

terkandung dalam suatu tulisan atau suatu dokumen.*

Adapun data yang akan dikumpulkan dengan studi dokumen nantinya akan
berupa data sckunder” yang akan digunakan peneliti untuk mempelajari serta
memahami bagaimana aspek hukum kartu kredit serta pembatalan kartu kredit
nasabah secara sepihak oleh pihak bank penerbit. Data sekunder yang akan
dikumpulkan dengan melakukan studi dokumen tersebut tepatnya dapat diperoleh

dari:®

" Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian atas hukum yang dikonsepkan dan

dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pembuat konsep. Lihat: Soetandyo
Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya, (Jakarta: HUMA, 2002),
hlm. 147.

I Soetandyo Wignjosoebroto. Ibid.

2 Soerjono Soekanto, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris , (Jakarta: IND-HIL-
CO, 1990), hlm. 22.

# Sri Mamudji, et.al (c)., op cit., him. 29-30.

* Data sekunder adalah data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah
disusun peneliti terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat. Lihat: Soerdjono
Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (b), (Jakarta: Raja
Grafindo, 1994), him. 37.

3 Soerjono Soekanto., /bid., him. 32.
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1. Bahan Hukum Primer
Merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap
masyarakat. Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian
ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Peraturan Bank Indonesia
Nomor: 7/52/PBIl/2005 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan
Kartu;  Peraturan  Bank  Indonesia ~ Nomor:11/11/PBI/2009  tentang
Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu dan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.
2. Bahan Hukum Sekunder
Yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer seperti naskah akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian,
artikel, makalah dan hasil dari para ahli hukum di bidang penanaman modal
lainnya yang mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber sekunder
tersebut adalah buku-buku mengenai perbankan Indonesia khususnya kartu kredit
dan perkembangannya serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan
permasalahan kartu kredit di Indonesia.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu segala bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau
disebut juga sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian seperti kamus,

bibliografi, dan juga ensiklopedia.

Setelah semua data, informasi, dan penjelasan yang peneliti perlukan telah
diperoleh, barulah peneliti dapat melakukan suatu penarikan kesimpulan guna
menjawab pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini. Setelahnya, barulah
peneliti dapat memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat dalam
penyelenggaraan kartu kredit di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan

pembatalan kartu kredit secara sepihak oleh pihak bank penerbit.
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1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan penulisan ini akan dibagi ke dalam empat bab yang
keseluruhannya diharapkan akan memberi jawaban atas semua pokok permasalahan
yang ada di dalam penulisan ini. Berikut ini adalah uraian singkat mengenai inti

pembahasan dari masing-masing bab yang akan ditulis nantinya.

Bab 1 merupakan pendahuluan yang dapat dikatakan sebagai suatu pengantar
pembahasan kepada bab-bab selanjutnya karena dalam bab 1 akan dijelaskan secara
garis besar mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian,
kerangka konsepsional, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang akan

digunakan, serta penguraian sistematika penelitian pada penelitian ini.

Bab 2 akan mengulas tinjauan hukum mengenai kartu kredit di Indonesia.
Tinjauan hukum ini akan diawali dengan pengertian kartu kredit dari berbagai
sumber. Setelah itu mengenai dasar hukum penggunaan kartu kredit, penggolongan
kartu kredit, para pihak dalam sistem pembayaran menggunakan kartu kredit.
Berikutnya pembahasan mengenai manfaat kartu kredit, unsur kredit dalam
mekanisme penggunaan kartu kredit. Di dalam bab ini juga akan dibahas hubungan
hukum antara penerbit kartu dan/atau acquirer, pedagang, dan pemegang kartu.
Pembahasan yang terakhir dari bab ini mengenai pembatalan kartu kredit. Tinjauan

hukum ini diharapkan menjadi materi yang kuat di dalam analisis kasus.

Bab 3 akan membahas mengenai analisis yuridis pembatalan kartu kredit
nasabah secara sepihak oleh pihak bank penerbit dengan studi kasus Putusan Nomor
06/PDT/2011/PT. DKI jo. Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2008/PN. Jkt. Sel. Analisis ini
akan didahului dengan penjabaran ringkasan kasus, uraian para pihak, kasus posisi,
dan uraian putusan majelis hakim dalm putusan. Setelah itu akan dilakukan analisis
terkait analisis bea meterai dan pembatalan kartu secara sepihak oleh pihak bank
penerbit kartu berdasarkan tinjauan hukum mengenai kartu kredit yang terdapat di
bab sebelumnya. Di dalam analisis ini diharapkan peneliti sudah menemukan

jawaban yang benar atas pokok permasalahan yang diangkat dalam penulisan.
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Bab 4 akan menjadi bab penutup dari penulisan ini, di dalamnya akan diberikan
kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya serta beberapa
saran atas pokok permasalahan yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum
serta keadilan dalam persoalan pemabatalan kartu kredit pemegang kartu secara

sepihak oleh bank penerbit.
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BAB 11
TINJAUAN HUKUM MENGENAI KARTU KREDIT DI INDONESIA

2.1 Pengertian kartu kredit
Pengertian kartu kredit antara lain:

1. Menurut Black Law Dictionary,’® “Credit card is any card, plate, or other like
credit devise existing for the purpose of obtaining money, property, labor or
services on credit. The term does not include a note, check, draft, money order or
other like negotiable instrument.”””

2. Menurut Dictionary of Economics,” “Credit card is plastic card or token used to
finance the purchase of product by gaining point of sale credit. Credit card are
issued by commercial banks, hotel chains, and larger retailer.””

3. Menurut A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu, “Kartu kredit adalah kartu yang
dikeluarkan oleh bank atau lembaga lain yang diterbitkan dengan tujuan untuk
mendapatkan uang, barang atau jasa secara kredit.”*°

4. Menurut Pasal 1 angka (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang

Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu,

* Henry Campbell Black, 4 Law Dictionary Containing Definitions of The Terms and

Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern. (Terminal Avenue Clark: The
Law Book Exchange. Ltd, 1995), hIm. 854.

*Jika diartikan secara harafiah dalam Bahasa Indonesia maka pengertian kartu kredit menurut
Black Law Dictionary adalah segala jenis kartu atau sejenisnya yang digunakan dengan tujuan
memperoleh uang, kebendaan, tenaga kerja atau jasa secara kredit. Istilah ini tidak meliputi nota, cek,
draft, poswesel atau instrumen lainnya yang dapat dicairkan.

* Collins, Dictionary of Economics, (Cambridge:Collins Reference, 1988), him. 105,

¥ Jika diartikan secara harafiah dalam Bahasa Indonesia maka pengertian kartu kredit
menurut Dictionary of Economics adalah kartu plastik atau sejenis kartu pembiayaan yang digunakan
dalam pembelian produk secara kredit. Kartu kredit dikeluarkan oleh bank komersial, jaringan hotel,

dan pedagang yang lebih besar.

30 A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu, Kamus Hukum Ekonomi, (Jakarta: ELIPS, 1996), him.
27.
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APMK®' yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas
kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi
pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana
kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh
acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk
melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan
pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran
secara angsuran.

2.2 Dasar hukum kartu kredit

Perkembangan kartu kredit di Indonesia dimulai sejak tahun 1970-an di
Indonesia.”® Perkembangannya yang pesat mendorong pemerintah mengeluarkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga
Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
1251/KMK. 013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga
Pembiayaan. Kedua aturan hukum tersebut meliputi pengaturan terhadap perusahaan

penerbit kartu kredit, legalitas, ijin operasionalnya, serta mekanisme kartu kredit.

Kedua aturan tersebut menggolongkan kartu kredit sebagai kelompok usaha
jasa pembiayaan. Pada tahun 1992, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang ini disebutkan
bahwa salah satu usaha bank umum adalah kartu kredit.”> Undang-undang ini dirubah
menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pembahasan
mengenai kartu kredit dalam undang-undang ini sama seperti pada undang-undang

sebelumnya tahun 1992 dan tidak terdapat perubahan. Hal yang paling mendasar

' APMK ialah alat pembayaran menggunakan kartu

32 Di Indonesia, sistem pembayaran dengan kartu kredit baru mulai dikenal awal tahun 1970-
an yaitu dengan masuknya American Express Card. Pada saat itu, sebenarnya, kartu tersebut belum
masuk pasar Indonesia tetapi menyediakan layanan kepada para nasabahnya yang memiliki kartu yang
diterbitkan di luar Indonesia. Lihat: Infobank 102, Kartu kredit bukan sebagai status symbol, (Jakarta:
Yayasan Pinandita, 1988), him. 6.

>3 Indonesia, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, LN Nomor
31 Tahun 1992, TLN Nomor 3472 , Pasal 6 huruf (1).
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dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan berpengaruh
terhadap kartu kredit adalah perubahan makna dari bank umum. Pasal 1 angka (3)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bank umum
adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional dan/atau berdasarkan
prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.”® Perbedaan dengan undang-undang sebelumnya terletak pada
penambahan prinsip syariah. Berdasarkan hal tersebut, mulai tahun 1998 usaha kartu
kredit dilaksanakan pula oleh bank yang melaksanakan kegiatannya melalui prinsip

. 155
syariah.

Dasar yang dipakai dalam penerbitan kartu kredit syariah selain Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah fatwa Dewan Syariah
Nasional (DSN) No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Kartu Pembayaran berdasarkan
Prinsip Syariah dan Surat Persetujuan dari Bank Indonesia No.10/337/DPbs tangal 11
Maret 2008. Kartu pembayaran berdasarkan prinsip syariah didefinisikan sebagai
kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang hubungan hukum antara para pihak

berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.>

Usaha kartu kredit menjadi dibawah pengaturan dan pengawasan Bank
Indonesia.”” Pada tahun 2004, untuk pertama kalinya Bank Indonesia menerbitkan

peraturan mengenai alat pembayaran menggunakan kartu yaitu Peraturan Bank

> Undang-Undang Perbankan (a), Op.Cit., Pasal 1 angka (3).

> Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak
lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang
dinyatakan dengan syariah, antaralain pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah),
pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan
memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa
murni tanpa pilihan (ijjarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang
disewa dari pihak bank oleh pihak lain. (ijarah wa igtina). Lihat: Pasal 1 angka (13) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

%6 Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Kartu Kredit Syariah.
°7 Hal ini merupakan konsekuensi dari salah satu tugas Bank Indonesia yaitu mengatur dan
mengawasi bank. Lihat: Indonesia, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang

Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, LN Nomor 66 Tahun 1999, TLN Nomor
3843, Pasal 8 huruf (c).
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Indonesia Nomor 6/30/PB1/2004 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran
Menggunakan Kartu. Kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan kartu sebagai
alat pembayaran dalam memenuhi kegiatan ekonomi menunjukkan perkembangan
yang cukup pesat. Berkaitan dengan hal tersebut, tingkat keamanan teknologi baik
keamanan kartu maupun keamanan sistem yang digunakan untuk memproses
transaksi alat pembayaran dengan menggunakan kartu perlu ditingkatkan agar
penggunaan kartu sebagai alat pembayaran dapat senantiasa berjalan dengan aman
dan lancar.”® Pertimbangan ini yang menjadi dasar bagi Bank Indonesia untuk
membuat suatu peraturan mengenai alat pembayaran menggunakan kartu termasuk
kartu kredit pada tahun 2005. Peraturan itu yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor
7/52/PB1/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan
Menggunakan Kartu.

Perkembangan kebutuhan alat bayar yang lebih efisien, mudah dan nyaman
digunakan menjadikan kartu kredit sebagai alat pembayaran yang sangat diminati
masyarakat.” Meskipun Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang Alat
Pembayaran Menggunakan Kartu pada tahun 2005, kejahatan terhadap alat
pembayaran dengan menggunakan kartu semakin meningkat dan bervariasi.”’ Hal
tersebut mengakibatkan diperlukan pengaturan yang lebih rinci tentang pemenuhan
aspek keamanan dan keandalan sistem. Pada tahun 2009, Bank Indonesia
mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
Peraturan ini menggantikan peraturan tentang alat pembayaran menggunakan kartu

tahun 2005.

*% Pertimbangan dari penetapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

% Bank Indonesia, Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2009, (Jakarta:
Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran & Direktorat Pengedaran Uang, 2009) him. 23.

5 Pertimbangan dari penetapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.
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Usaha Bank Indonesia melakukan perbaikan di bidang penyelenggaraan usaha
kartu kredit terus diupayakan. Dua tahun setelah dikeluarkannya Peraturan Bank
Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat
Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, Bank Indonesia kembali merubah
peraturan tersebut khususnya yang berkaitan dengan kartu kredit. Aspek kehati-hatian
dan perlindungan konsumen dalam praktek penyelenggaraan kegiatan alat
pembayaran dengan menggunakan kartu perlu lebih diperhatikan. Selain itu, praktek
pemberian kartu kredit oleh penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan
kartu belum sepenuhnya memperhatikan manajemen risiko pemberian kredit.°' Bank
Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang

Penyelenggaran Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Peraturan ini
akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2013. Penyempurnaan pengaturan terkait dengan

kartu kredit mencakup hal-hal sebagai berikut:*

1. pemurnian fungsi kartu kredit;
Selama ini kartu kredit digunakan sebagai alat pembayaran dan penyaluran kredit.
Dalam kebijakan ini ditekankan 